
GUBENUR SULAWESI TENGGARA 

PERA TU RAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR D TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI 

(HET) LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM 
UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN USAHA MIKRO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersedian Bahan Bakar di dalam 

negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar Minyak (BBM) guna 

meringankan beban keuangan negara, perlu dilakukan substitusi 

penggunaan Minyak Tanah ke LPG 3 Kg; 

b. bahwa sebagai akibat dari terjadinya kenaikan harga BBM Jenis tertentu, 

yang mengakibatkan meningkatnya biaya transportasi dan komponen 

pendukung lainnya serta terjadinya kenaikan harga jual LPG 3 Kg 

ditengah masyarakat, maka Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah 

Tangga dan Usaha Mikro yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 Provinsi Sulawesi 

Tenggara perlu dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara 

tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 

38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) 

Liquified Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah 

Tangga dan Usaha Mikro. 
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. 
Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara­ 
Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha 
Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4436); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan dan 
Penetapan Harga LPG tabung 3 Kg; 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 
2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG; 

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 
2012 tentang Harga Eceran Teringgi Bahan Bakar Minyak Jenis 
Tertentu; 

9 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 
1454/K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Tugas Pemerintahan dibidang Minyak dan Gas Bumi; 

10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1980 
K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun 
Anggaran 2009; 
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11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang 
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified Petroleum Gas 
(LPG) Tabung 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro; 

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 59 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Sosialisasi Konversi Minyak 
Tanah ke LPG 3 Kg di Sulawesi Tenggara. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG 
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUIFIED PETROLEUM 
GAS (LPG) TABLING 3 KG UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN 
USAHA MIKRO. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 
38 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquified 
Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg Untuk Keperluan Rumah Tangga dan 
Usaha Mikro (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 
38) diubah sebagai berikut : 

1. Pada ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

HARGAJUALLPG 
Pasal 3 

Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg menurut Jarak angkutan adalah 
sebagai berikut : 

Jarak (KM) 

No. Uraian 200 0-40 41-80 81-120 121-160 161-200 Keatas 

1 Harga Tebusan Pertamina 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 11.550 
+ PPN 

2 Margin Agen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

3 Biaya Transport ke 2.350 3.250 4.150 5.050 5.950 6.850 Panakalan 
4 Harga Penyaluran ke 15.700 16.600 17.500 18.400 19.300 20.200 Panakalan (1+2+3) 
5 Margin Pangkalan 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 

6 HET LPG (4 + 5 ) 17.900 18.800 19.700 20.600 21.500 22.400 
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2. Pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Peta Zona Jarak HET LPG 3 Kg Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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